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ABSTRAK 

Penitipan Asli Akta Kepemilikan Hak Atas Tanah milik salah satu pihak kepada Notaris didalam 
rangka pembuatan Akta, tidak diatur secara tegas dan jelas didalam Undang Undang Jabatan 
Notaris. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No. 513/Pdt.G/2019/PN Mdn, 
memerintahkan Notaris yang menerima penitipan Asli Akta Kepemilikan Hak Atas Tanah untuk 
mengembalikan Akta  Tanah yang disimpannya tersebut kepada pemilik tanah. Dari uraian 
tersebut, rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Notaris dalam 
menjalankan jabatannya terhadap akta kepemilikan hak atas tanah yang dititipkan oleh para 
pihak dengan itikad baik dalam pembuatan akta, bagaimana tanggung jawab Notaris kepada para 
pihak yang membatalkan perjanjian dalam kaitannya dengan akta kepemilikan hak atas tanah 
yang dititipkan dengan itikad baik, bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga terhadap 
pembatalan perjanjian yang dibuat para pihak dalam kaitannya dengan penitipan akta pemilikan 
hak atas tanah yang diberikan dengan itikad baik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan 
Nomor513/Pdt.G/2019/PN Mdn 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang  (statute 
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library 
research).  

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Notaris dapat menerima penitipan Akta kepemilikan hak 
atas tanah dari para pihak dalam rangka pembuatan akta, Notaris bertanggung jawab 
mengembalikan akta kepemilikan hak atas tanah yang dititipkan kepada yang berhak 
menerimanya, Akibat hukum terhadap pihak ketiga terhadap pembatalan perjanjian adalah 
hilangnya atau hapusnya hak pihak ketiga atas objek tanah terperkara. Disarankan, sebaiknya 
Notaris melaksnakan penitipan dengan itikad baik yaitu sesuai UUJN dan aturan hukum lainnya, 
sebaiknya Notaris yang melaksanakan ketentuan 1735 KUHPerdata tentang sekestrasi, 
sebaiknya Notaris mengembalikan akta pemilikan hak atas tanah yang ditiitpkan kepadanya 
kepada yang berhak. 
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PENDAHULUAN 

Kewenangan yang diberikan kepada Notaris merupakan kewenangan atribusi, hal ini 
dikarenakan kewenangan tersebut diberikan oleh UUJN. Wewenang yang ada dalam seorang 
Notaris bukan berasal dari lembaga pemerintah lainnya, akan tetapi kewenangan yang didasarkan 
dan diberikan oleh undang-undang.  Hal ini berarti kewenangan Notaris sebatas apa yang diberikan 
oleh UUJN. Oleh karena itu Notaris harus senantiasa bertindak sesuai dengan aturan UUJN. 
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Nаmun pada prаktiknyа tidаk jаrаng ditemukаn Notаris yаng menjаlаnkаn jаbаtаn diluаr ketentuаn 
aturan peruundаng-undаngan. 

Sаlаh sаtu tindakan Notaris diluar ketentuan Pasal 15 UUJN yаitu tindаkаn Notаris yаng bersediа 
menjаdi penerimа titipаn bаrаng berupа Akta Kepemilikan Hak Atas Tanah milik kliennyа. Tindаkаn 
Notаris yаng berkedudukаn sebаgаi pihаk penerimа titipаn bаrаng berupа Akta Kepemilikan Hak 
Atas Tanah merupаkаn tindаkаn yаng berаdа diluаr kewenаngаn Jаbаtаn Notаris kаrenа tidаk 
аdanyа ketentuаn yаng secаrа khusus dаn tegаs mengаturnyа, bаik dаlаm Undаng-Undаng 
Jаbаutаn Notаris mаupun perаturаn perundаng-undаngаn lаinnyа. 

Bukti telаh dititipkаnnyа Akta Kepemilikan Hak Atas Tanah milik klien kepаdа Notаris umumnyа 
dilаkukаn dengаn hаnyа membuаt suаtu surаt tаndа terimа oleh Notаris untuk diberikаn kepаdа 
kliennyа selаku pemilik AktaKepemilikan Hak Atаs Tаnаh tersebut.Selаin itu аdа jugа Notаris yаng 
mencаntumkаn klаusulа tentаng kesepаkаtаn pаrа pihаk untuk menitipkanAkta Kepemilikan Hak 
Atаs Tаnаh kepаdаnyа tersebut kedаlаm аktа yаng dibuаt dihаdаpаn Notаris yаng 
bersаngkutаn.Lantas setelah tanda terima diberikan kepada pemiliknya, Notaris menyimpan Akta 
Kepemilikan Hak tersebut. 

Notaris sebagai penerima titipan bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengembalikan Akta 
Kepemilikan Hak Atas Tanah yang dititipkan kepadanya. Namun, Notaris dalam posisi dilematis 
apabila para pihak membatalkan perjanjian diantara mereka secara sepihak dan masing masng 
mengklaim Akta Kepemilikan Hak Atas Tanah yang dititipkan sebagai haknya. Oleh karenanya 
Notaris rentan terseret permasalahan hukum apabila mengembalikan AktaKepemilikan Hak Atas 
Tanah yang disimpannya kepada pihak yang tidak berhak. 

Permasalahan mengenai penitipan Akta Kepemilikan Hak Atas Tanah kepada Notaris ditemukan 
pada perkara Pengadilan Negeri Medan No. 513/Pdt.G/2019/PN.Mdn.Para pihak dalam perkara ini 
adalah Hj. Elliani Rangkuti sebagai Penggugat melawan Almarhum HTR Hasyim, diwakili oleh ahli 
warisnya Hj. Aisyah sebagai Tergugat I, Amansyah Alwie, wiraswasta sebagai Tergugat II, Dr. H. 
Syahril Ahyar, wiraswasta sebagai Tergugat III dan Khairul Anwar Nasution, SH, Notaris, sebagai 
Tergugat IV. 

Kasus Posisi dalam perkara ini adalah Penggugat dan saudaranya Zulfiah Sribulan mendapatkan 
hibah dari orangtua mereka berupa tanah kosong seluas 681 m2 (meter persegi) di Jl Karya Kasih 
Gg Kasih VIII Gedung Johor Medan. Mendengar hal itu Tergugat I,II, dan III, lantas menemui 
mereka guna menawarkan tanah hibah tersebut dijual dengan membaginya dengan ukuran luas 
tanah yang lebih kecil Selanjutnya Penggugat bersepakat dengan Tergugat 1,II,III untuk 
menjualkannya dengan cara pengkaplingan terlebih dahulu 

Pada tanggal 20 Nopember 2011 Penggugat bersama sama saudaranya Zulfiah Sribulan 
Rangkuti dengan para Tergugat membuat perjanjian pengkaplingan tanah guna dijual. Namun hasil 
penjualannya dikumpulkan terlebih dahulu oleh Tergugat III dengan jalan menyimpannya di Bank 
BRI terdekat yang selanjutnya setelah terkumpul uangnya akan diserahkan kepada Penggugat 
bersama dengan Zulfah Sri Bulan Rangkuti. Atas perjanjian tersebut Tergugat I, II, III telah 
menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Zulfiah 
Sribulan Rangkuti  

Atas perjanjian tersebut di atas lantas Akta Kepemilikan Hak Atas Tanah milik Penggugat diserahkan 
kepada para Tergugat dan kemudian disimpankan kepada Tergugat IV (Notaris) untuk memudahkan 
dalam peralihannya jika ada pihak ketiga yang membeli tanah kaplingan tersebut. Namun ternyata 
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yang terjual hanya tanah bahagian milik Zulfiah Sribulan Rangkuti sementara tanah milik Penggugat 
sama sekali belum ada yang membelinya karena Penggugat belum pernah menandatangani surat 
peralihan tanahnya dihadapan Tergugat IV atau pihak lain kepada siapapun dan jika adapun yang 
membelinya uangnya juga tidak ada diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat meminta 
kembali Akta Kepemilikan Hak Atas Tanah miliknya kepada para Tergugat akan tetapi tidak 
diberikan. 

Ternyata, sampai Tergugat I meninggal dunia sehingga kedudukannya digantikan oleh 
istrinya sebagai ahli waris, apa yang diperjanjikan sampai berjanji lagi dengan membuat surat 
pernyataan akan melaksanakan janjinya ternyata sama sekali pihak Tergugat I, II dan III tidak 
pernah melaksanakan isi perjanjiannya dan sehingga Penggugat membatalkan perjanjian dengan 
para tergugat dan meminta Akta Kepemilikan Hak Atas Tanah miliknya dikembalikan. Namun pihak 
Tergugat IV (Notaris) yang menyimpan surat alas hak kepemilikan tanah Penggugat tersebut juga 
tidak mengembalikannya meskipun sudah berulang kali dimintakan. Oleh karena itu Penggugat 
mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi kedepan persidangan  

Kedudukan Notaris di mata masyarakat tidak hanya sebagai seorang pejabat pembuat Akta otentik 
melainkan jabatan Notaris merupakan sebuah jabatan kepercayaan sebagai orang tengah yang 
menjaga kepentingan kedua belah pihak.Hal inilah yang membuat pihak pihak didalam akta mau 
untuk menitipkan Akta Kepemilikan Tanahnya kepada Notaris.Para pihak umumnya percaya dengan 
itikad baik Notaris, bahwa ia akan menjaga, memelihara dan mengembalikan Akta Kepemilikan 
tanah tersebut kepada pemiliknya apabila tidak tercapai pelaksanaan perjanjian yang dibuat para 
pihak. 

KAJIAN TEORITIS 

a) Teori perjanjian 

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau 
lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaaan.  Jadi 
dalam pandangan Abdulkadir Muhammad, perjanjian merupakan suatu konsensus diantara pihak 
pihak. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, 
kendatipun pelaksanaan itu datang dari satu pihak saja misalnya dalam perjanjian pemberian 
hadiah (hibah). 

Sementera itu, menurut Wiryono Projodikoro, perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum 
mengenai harta kekayaan antara dua belah pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan satu 
hal atau tidak melakukan satu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.  
Jadi didalam suatu perjanjian para pihak memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu 
seperti apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. 

Sedangkan menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 
orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa 
tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan baik 
yang dilakukan secara tertulis maupun lisan.  Berdasarkan defenisi yang diberikan Subekti tersebut, 
dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan merupakatan 
kesepakatan diantara pihak pihak yang memberi akibat timbulnya perikatan diantara para pihak 
tersebut.   

Salim HS dan Erlies Septina Nurbani mengemukakan pengertian perjanjian dengan 
mempersamakan perjanjian (ovreenkomst) dalam bahasa Belanda dengan kontrak (contracts) 
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dalam bahasa Inggris.  Selanjutnya mengatakan pengertian kontrak yang tercantum dalam Pasal 1 
Restatement (second) of contracts Amerika Serikat 1932, a Contract is : “A promise or set of 
promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in 
some way recognize as a duty.” 

Berdasarkan Pasal 1 Restatement (second) of contracts Amerika Serikat, Salim HS dan Erlis 
Septina Nurbani mengemukakan suatu kontrak atau perjanjian dipahami sebagai kesepakatan atau 
janji atau seperangkat janji.  Janji (Promise) dikonsepkan sebagai perwujudan niat untuk melakukan 
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai cara yang ditentukan, shingga para pihak 
membenarkan apa yang telah dilakukan. Isi janji itu, yaitu dimana salah satu pihak melaksanakan 
kewajibannya, sedangkan pihak lainnya mengakuinya atau janji untuk memberikan ganti rugi 
apabila terjadi pelanggaran terhadap isi kontrak.   

Ada dua pihak yang terikat didalam kontrak yaitu promisor dan promise, Promisor yaitu orang yang 
melaksanakan atau menyampaikan atau menawarkan kehendak atau niatnya, sedangkan promise 
yaitu orang ditujukan terhadap kehendak atau niat tersebut. Bentuk kontrak yang dibuat oleh para 
pihak dapat dibedakan menjadi lisan, tertulis dan perilaku para pihak.   

b) Teori Tanggung Jawab 

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah 
liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang 
dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban 
politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti 
liabilty, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung 
jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus 
perbuatannya bertentangan dengan hukum.  Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti: 

1) Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, 
dipersalahkan dan diperkarakan dansebagainya) 

2) Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.  

Tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis:  

1) Perdata 

Tanggung jawab hukum perdata karena subyek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau 
melakukan perbuatan melawan hukum. Jika subyek hukum tidak melaksanakan prestasinya dapat 
digugat atau dimintakan pertanggung jawaban perdata dengan melaksanakan prestasi dan/atau 
membayar ganti rugi kepada subyek hukum yang dirugikan. 

2) Pidana 

Tanggung jawab hukum pidana pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana karena 
melakukan perbuatan pidana. 
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3) Administrasi 

Tanggung jawab hukum administrasi merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang 
yang melakukan kesalahan administrasi. Munculnya  tanggung jawab  dibidang perdata  adalah  
disebabkan  karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan 
melawan  hukum. Prestasi  subjek  hukum  berupa  melakukan  sesuatu,  berbuat sesuatu dan tidak 
berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat 
atau dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti 
rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1346 KUH 
Perdata.  

Menurut Hans Kelsen pertanggung jawaban dapat dibagi 4 (empat) macam, yaitu: 

1) Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran 
yang dilakukannya sendiri 

2) Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu 
pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. 

3) Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung 
jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan 
menimbulkan kerugian. 

4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas 
pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.  

Teori pertanggung jawaban hukum akan digunakan sebagai pisau analisis untuk memecahkan 
rumusan permasalahan kedua dalam penelitian ini yaitu mengenai Bagaimana pertanggungjawaban 
Notaris terkait dengan penitipan akta penyerahan hibah yang diberikan para pihak kepadanya. 

c) Teori Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran 
hukum alam menyatakan hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta 
antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum 
dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang 
diwujudkan melalui hukum dan moral.  

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) 
yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 
semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan 
perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan 
antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan 
politik untuk memperoleh keadilan sosial.  

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat 
menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang 
sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-
pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan 
hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan 
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tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh 
hukum terhadap sesuatu.  

Teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap 
kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain 
pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum 
memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya 
karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum 
wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung 
pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam 
kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Teori Perlindungan Hukum dalam penelitian ini akan 
digunakan sebagai pisau analisis untuk memecahkan rumusan permasalahan ketiga dalam 
penelitian ini yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris yang menjalankan tugas 
jabatannya atas dokumen yang diberikan para pihak dalam kaitannya dengan itikad baik jika terjadi 
permasalahan hukum sebagaimana putusan Nomor: 513/Pdt.G/2019/PNMdn. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian normatif yakni dengan cara meneliti 
bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum 
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan 
sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan 
hukum lainnya. 

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptis analitis, “yakni menjelaskan dan 
menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek di lapangan”.  Pada penelitian ini 
bersifat deskritif yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis 
dengan tujuan untuk mengadakan pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat dari 
segi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbuatan notaris yang menyimpan 
sertifikat hak atas tanah pada proses pengikatan jual beli sebagaimana telah diputus dalam putusan 
Nomor 513/Pdt.G/2019/PN Mdn, dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau 
kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Suatu tuntutan hak timbul dari adanya perselisihan atau persengketaan yang tidak dapat 
diselesaikan oleh pihak pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan 
sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.Tuntutan pembatalan perjanjian melalui 
pengadilan merupakan jenis gugatan wanprestasi karena hubungan hukum antara para pihak lahir 
dari adanya suatu kontrak atau perjanjian. 

Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan hal tersebutmerupakan 
syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan (point d’interet, point 
d’action) namun tidak berarti bahwa setiap tuntutan hak yang ada kepentinganhukumnya akan 
dikabulkan oleh pengadilan. Pengadilan akan mengabulkan tuntutan hak bila setelah dilakukan 
proses pembuktian, pengadilan berpendapat bahwa tuntutan hak yangdiajukan tersebut terbukti dan 
didasarkan atas adanya suatu hak (vide Putusan MahkamahAgung tanggal 7 Juli 1971, Nomor: 294 
K/Sip/1971 yang salah satu pertimbangannya telahmensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan 
oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.  
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Prinsip atau asas umum dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur didalam Pasal 1315 KUHP 
Perdata adalah bahwa pada dasarnya perjanjian itu mengikat para pihak sendiri dan tidak mengikat 
pihak ketiga tanpa persetujuannya. Ketentuan ini logis karena hanya para pihaklah yang sepakat 
membebankan hak dan kewajiban dalam perjanajian yang mereka buat.  Siapakah yang dimaksud 
sebagai pihak ketiga disini?Didalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata tersebut, tersirat bahwa 
yang disebut pihak ketiga adalah mereka yang bukan pihak didalam suatu perjanjian dan juga 
bukan penerima atau pengoper hak atau rechtsverkrijgenden, baik berdasar alas hak umum 
maupun alas hak khusus. Mengoper berdasarkan alas hak umum adalah mengoper seluruh atau 
suatu bagian sebanding tertentu dari suatu kekayaan (sekelompok aktiva dan pasiva) seperti 
mengoper berdasarkan pewarisan ab intestaat atau wasiat pengangkatan waris, berdasarkan 
percampuran harta dalam perkawinan atau mengoper kekayaan perseroan pada saat 
pembubarannya.  

Dalam Pasal 1318 KUHPerdata dijelaskan bahwa terdapat pengeculian terhadap ketentuan Pasal 
1315 KUHP Perdata yang menyatakan perjanjian itu mengikat para pihak sendiri dan tidak mengikat 
pihak ketiga tanpa persetujuannya. Selengkapnya Pasal 1318 berbunyi “Jika seseorang minta 
diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang 
memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari 
sifat perjanjian, bahwa tidak demikianlah maksudnya.” Dari rumusan Pasal 1318 KUHPerdata 
tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat orang orang yang memperoleh hak dari orang orang 
yang mengadakan perjanjian, yaitu: 

1. Orang yang memperoleh hak dari seorang dengan alas hak umum. Termasuk dalam kelompok ini 
adalah para ahli waris dari seorang yang sudah meninggal, suami atau isteri terhadap harta 
kekayaan isteri atau suaminya. Orang-orang ini memperoleh hak dari seorang dengan alas hak 
umum, karena mereka memperoleh segala hak dari seorang secara tidak terperinci atau tidak 
disebutkan satu persatu. 

2. Orang yang memperoleh hak dari seorang dengan alas hak khusus. Termasuk dalam kelompok 
ini adalah pembeli barang, penerima hibah dan lain sebagainya. Orang-orang ini memperoleh 
hak dari seorang lain secara khusus, mengenai barang-barang tertentu.  

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 513/Pdt.G/2019/PN Mdn dijelaskan bahwa telah 
terjadi wanpresatsi atau cidera janji didalam perjanjian pengkavlingan tanah antara Penggugat 
dengan Tergugat I,II, III dan Tergugat IV (Notaris). Oleh karena adanya wanprestasi maka Majelis 
Hakim membatalkan perjanjian pengkavlingan tanah antara Penggugat dengan Tergugat I,II, dan 
Tergugat IV (Notaris). Selain itu Majelis Hakim menghukum Tergugat I,II, dan Tergugat IV (Notaris) 
untuk mengembalikan surat asli Akta Kepemilikan Hak Atas Tanah kepada  Penggugat. 

Pembatalan perjanjian pengkavlingan tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan 
Tergugat IV (Notaris) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 
513/Pdt.G/2019/PN.Mdn membawa dampak kepada para pihak tersebut. Dampak pembatalan 
tersebut adalah kembalinya suatu keadaan seperti keadaan semula sebelum perjanjian perjanjian 
pengkavlingan dibuat oleh para pihak, yaitu surat asli Akta Kepemilikan Hak Atas Tanah kembali 
berada di tangan Penggugat. Lalu bagaimanakah apabila terdapat pihak ketiga lainnya yang telah 
membeli tanah kavlingan. 

Pihak ketiga yang membeli tanah kavlingan dari para tergugat memiliki hak atas tanah kavlingan 
yang dibelinya beserta surat surat bukti hak kepemilikannya. Meskipun perjanjian pengkavlingan 
tanah itu hanya dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I,II, III namun dalam Pasal 1318 
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KUHPerdata dijelaskan bahwa terdapat orang orang yang memperoleh hak dari orang orang yang 
mengadakan perjanjian, dalam hal ini perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I,II, III. Orang 
orang yang memperoleh hak tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Medan Nomor: 513/Pdt.G/2019/PN.Mdn adalah pembeli tanah kavlingan.  

Pembatalan perjanjian pengkavlingan tanah antara Penggugat dengan Tergugat I,II, III dan Tergugat 
IV (Notaris) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 513/Pdt.G/2019/PN Mdn 
membawa akibat hukum berupa hilang atau hapusnya hak hak pihak ketiga terhadap tanah 
kavlingan yang dibelinya. Selain itu pihak ketiga juga dapat kehilangan haknya atas asli bukti surat 
Akta Kepemilikan Hak Atas Tanah tanah kavlingan yang dibelinya.Pihak ketiga yang dirugikan dapat 
melaukan invervensi dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat I,II, III dan Tergugat IV 
(Notaris). 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Nomor: 513/Pdt.G/2019/PN.Mdn 
turut mempertimbangkan akibat hukum pembatalan perjanjian para pihak terhadap pihak ketiga atau 
pembeli. Adapun yang pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap pihak ketiga 
tersebut sebagai berikut:  

1. Bahwa Penggugat mengatakan bahwa dianya belum pernah sama sekali membuat surat 
pengalihan tanahnya kepada siapapun dan juga dianya masih tetap menguasai tanahnya sampai 
sekarang ini dan juga tidak ada orang lain yang mengganggunya, dan juga tidak ada orang lain 
yang datang melarang Penggugat menanam pohon ubi di atas tanah tersebut. 

2.  Bahwa jika ada orang lain yang sudah membelinya tentunya yang bersangkutan akan keberatan 
atas tindakan Penggugat demikian juga dengan adanya perkara ini maka tentunya pihak yang 
keberatan akan mengajukan gugatan intervensi  karena hal itu tentunya dapat diberitahukan oleh 
Tergugat IV kepada pembelinya jika surat jual belinya ada dibuat oleh serta dihadapannya yang 
ternyata sampai perkara ini diputus dimana tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan juga 
mengajukan intervensi atas perkara ini, sehingga atas dasar hal tersebut maka dapat dinilai 
bahwa tanah milik Penggugat memang belum ada beralih kepada pihak ketiga yang membelinya 
dengan demikian maka tanah tersebut adalah tetap sebagai hak milik Penggugat, dan jika 
ternyata ada pihak lain yang mengakui sudah ada membelinya maka hal itu bisa mengajukan 
gugatan tersendiri untuk dinilai akan kebenaran dan keabsahan peralihannya kelak.  

Mengingat akibat hukum terhadap pihak ketiga terhadap pembatalan perjanjian yang dibuat para 
pihak dalam kaitannya dengan penitipan akta pemilikan hak atas tanah berdasarkan putusan 
Pengadilan Negeri Medan Nomor: 513/Pdt.G/2019/PN Mdn adalah hilangnya hak pihak ketiga atas 
objek tanah terperkara beserta surat bukti hak kepemilikannya, sebaiknya pihak ketiga yang merasa 
dirugikan segera mengajukan keberatan didepan persidangan melalui gugatan intervensi. Meskipun 
pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan gugatan tersendiri setelah putusan, namun demi 
asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan pihak ketiga yang dirugikan dapat 
langsung menggugat intervensi. 

KESIMPULAN 

Kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya terhadap Akta kepemilikan hak atas tanah 
yang dititipkan oleh para pihak dengan itikad baik dalam pembuatan akta adalah Notaris dapat 
menerima penitipan Akta kepemilikan hak atas tanah dari para pihak dalam rangka pembuatan akta. 
Pasal 16 ayat (1) huruf d mewajibkan Notaris memberikan pelayanan terhadap para pihak kecuali 
terhadap perbuatan hukum yang dilarang UUJN dan Undang Undang di luar UUJN. Meskipun UUJN 
tidak menyatakan tegas kewenangan Notaris menerima penitipan Akta kepemilikan hak atas tanah 
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tersebut namun perbuatan hukum penitipan tidak termasuk hal yang dilarang didalam UUJN. 
Penitipan merupakan jenis perjanjian yang terdapat didalam KUHPerdata. Notaris dapat dikatakan 
beritikad baik apabila menjalankan ketentuan pasal pasal terntang perjanjian penitipan didalam 
KUHPerdata ketika menerima penitipan Akta kepemilikan hak atas tanah yang dititipkan oleh para 
pihak dalam rangka pembuatan akta. 

Tanggung jawab Notaris kepada pihak yang membatalkan perjanjian dalam kaitannya 
dengan akta kepemilikan hak atas tanah yang dititipkan dengan itikad baik adalah mengembalikan 
akta kepemilikan hak atas tanah yang dititipkan kepada yang berhak menerimanya. Pembatalan 
perjanjian membawa dampak adanya pihak yang menuntut/mengklaim akta kepemilikan hak atas 
tanah tersebut sebagai miliknya dan meminta Notaris untuk mengembalikan akta kepemilikan hak 
atas tanah yang dititipkan. Notaris dapat dikatakan beritikad baik apabila menjaga kepentingan 
semua pihak yang berkepentingan agar tidak ada yang dirugikan meskipun salah satu pihak 
meminta akta kepemilikan hak atas tanah tersebut dikembalikan. Notaris yang dititipkan akta 
kepemilikan hak atas tanah secara sekestrasi tidak dapat menyerahkan akta kepemilikan hak atas 
tanah tersebut kepada salah satu pihak sebelum selesai/berakhirnya sengketa, kecuali jika semua 
pihak yang berkepentingan menyetujuinya atau apabila terdapat suatu alasan lain yang sah.  

 Akibat hukum terhadap pihak ketiga terhadap pembatalan perjanjian yang dibuat para pihak 
dalam kaitannya dengan penitipan akta kepemilikan hak atas tanah yang diberikan dengan itikad 
baik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 513/pdt.g/2019/PN.Mdn adalah 
hilangnya atau hapusnya hak pihak ketiga atas objek tanah terperkara. Pihak ketiga yang dirugikan 
dapat masuk sebagai penggugat invtervensi atau mengajukan gugatan yang terpisah untuk 
menuntut kerugian yang dideritanya. 
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